
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   9   TAHUN 2018 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017-2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi 
diperlukan regulasi daerah yang mendukungnya dalam 

rangka menumbuhkan persamaan pemahaman tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi guna memperlancar pelaksanaan 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar 

secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan 
berkelanjutan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1538); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Bupati adalah Bupati Banjar. 

3. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan 

seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang 
waktu tertentu. 

BAB  II 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 2 

Penataan Reformasi Birokrasi mengacu pada delapan area perubahan yaitu: 

a. mental/perilaku aparatur; 

b. pengawasan; 

c. akuntabilitas; 

d. kelembagaan; 

e. tata laksana;  

f. sumber daya manusia ASN; 

g. peraturan perundang-undangan; dan 

h. pelayanan publik. 
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Pasal 3 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Banjar adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

Ditetapkan di Martapura 

    pada tanggal 2 Januari 2018 

        BUPATI BANJAR, 

 
     Ttd 

 

    H. KHALILURRAHMAN 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 2 Januari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 
 

  Ttd 
 

                      H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 9 
 


